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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan, maka kesimpulan dalam penelitian ini disusun 

dengan menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Implementasi pasal 22 peraturan daerah kota bengkulu 

nomor 6 tahun 2020 di pasar induk pagar dewa kota 

bengkulu belum berjalan secara optimal. Hal ini 

ditunjukkan oleh masih banyaknya pedagang yang 

belum memiliki surat tanda bukti hak menempati 

(STBHM), kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola 

pasar, serta tidak adanya penegakan sanksi yang tegas. 

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan belum 

mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum 

secara menyeluruh. 

2. Kendala dalam penerbitan SKM meliputi kurangnya 

sosialisasi kepada pedagang, prosedur administrasi 
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yang dianggap rumit, rendahnya kesadaran pedagang 

terhadap pentingnya legalitas, serta tidak adanya 

sanksi tegas. Kendala tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan 

baik dari aspek pemerintah sebagai pelaksana maupun 

masyarakat sebagai objek kebijakan. 

3. Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyyah, 

penerbitan STBHM merupakan bentuk kebijakan 

pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan 

melalui tertib administrasi pasar, perlindungan hak 

pedagang, dan kepastian hukum atas penggunaan 

lapak pasar. Namun, pelaksanaannya belum 

sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan 

amanah sebagaimana diperintah dalam Qs. An-Nisa 

ayat 58, karena masih terdapat pedagang yang belum 

memperoleh STBHM. Dari aspek pencatatan 

administrasi, STBHM memiliki fungsi penting 

sebagai bukti legalitas dan pengelolaan pasar yang 

tertib. Oleh karena itu, optimalisasi penerbitan 
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STBHM diperlukan agar kemaslahatan, kepastian 

hukum, dan keadilan bagi seluruh pedagang dapat 

terwujud secara merata. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Daerah 

Pemerintah Kota Bengkulu perlu meningkatkan sosialisasi 

dan edukasi kepada seluruh pedagang mengenai 

pentingnya kepemilikan STBHM sebagai bentuk 

kepastian hukum dan perlindungan hak. Selain itu, 

pengawasan dan pendataan ulang harus dilakukan secara 

berkala serta memperbaiki sistem administrasi agar proses 

penerbitan STBHM lebih mudah, transparan, dan efisien 

sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 

Tahun 2020. 

2. Kepada Koperasi Bangun Wijaya 

Koperasi Bangun Wijaya perlu memperkuat komunikasi 

dengan pedagang, memberikan pelayanan yang responsif, 

serta memastikan tidak terjadi praktik pengalihan hak atau 
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jual beli lapak secara tidak sah. Penegakan aturan harus 

dilakukan secara konsisten dan adil tanpa tebang pilih. 

3. Kepada pedagang pasar  

Pedagang diharapkan meningkatkan kesadaran hukum 

dengan mengurus dan memiliki STBHM sebagai bukti 

legalitas hak menempati lapak. Selain itu, pedagang perlu 

mematuhi tata tertib pasar dan bekerja sama dengan 

pengelola demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan 

bersama. 
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